Menimbang

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin motivasi
kerja, identitas, dan wibawa pegawai pemerintah serta
keseragaman pakaian perlu disusun pedoman tentang
pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa sebagai upaya untuk membudayakan dan
mengembangkan  kearifan budaya lokal maka
pemakaian pakaian khas daerah dan pakaian motif
khas daerah Kota Balikpapan perlu diatur sebagai
bagian dari pakaian dinas harian pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan
pengaturan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat |1l
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27
Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 488);
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motivasi keija, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan

identitas pegawai.

BAB Il
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

o o o o

=h

> @

PDH;

PDH perangkat daerah tertentu;

PSL;

PDL,;

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
PDU perangkat daerah tertentu;

PDU Camat dan Lurah; dan

Pakaian seragam batik KORPRI.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

(1)

)

)

PDH khaki;
PDH kemeja putih; dan
PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5
PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi ASN
terdiri atas:
a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek
digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat
administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat
fungsional.
PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari
Senin dan Selasa.
Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat
administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat

fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

tu
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Pasal 12
PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat

situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PDU pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf f digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah

Kota dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14
PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g
digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan

Republik Indonesia, harijadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15
(@) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf h digunakan pada saat:
a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
C. upacara hari besar nasional; dan
d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
2 Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara

dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
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Pasal 27
Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. ikat pinggang; dan
b. sepatu hitam atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis

Pakaian Dinas.

Jenis dan model kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di

lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota, yang secara teknis

dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian yaitu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(1)

2

)

(1)

BAB ViII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Pegawai wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan
penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
Pakaian Dinas petugas layanan dan/atau front office pada Perangkat
Daerah pemangku pelayanan publik menggunakan Pakaian Dinas
tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
Model pakaian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30
Dalam pelaksanaan Kkegiatan tertentu, pegawai dapat menggunakan

Pakaian Dinas lainnya.



7< ( xg 1 % % (Y% + % 1):5< &+/)"
( ,&# 0)/
(  /*& B [*& #

‘A< (  &# * % (%1% + % 1) :7<#/'/2 [+
(,* & + . B+ % ( '('# % 4& + . /(
" #
:8< ( E&H#H % [ ( &#H+ S "YHE O OTH+ % Y )
+ & (* * (* ' . * #'Cl )+
< $ $. ) + ( & #' %
)(B) / B&I"( *)&# + & (* * (* + .x
X g *
< ( /*& B [*& # * % (*/% + % 1) :7< #/'/2
% / ( +% +&(* ( ) 1 () %
*&
@< / + ( /*& B /*& # ,&# + $ ') #
"# % )'% () ) 4
o< & #H& + $ ) # "HOO% + ) #( 1) (
I ( + ( /*& B [*& # ( + $
# #Hr& 1 %G I+ (
* 4
* & A5
$ % & (/ YH# O T#S$.
"+ ( % * % Y I3& (+** % () ) %&
)t & ) 0
N+ % (" +1)%( . D% ** % ) ( + 0
4 Y% ( $ )1 4,&,( + $ o+ [+]
+ ' 4/
* & A7
< Y# T # L )% ( W# (% . +
( *ox % (Y% % & *& 7T % *& A7
% ( * (* %*+& x %[ o () ) +'1% =
I %
7< / ( * % *&# YY) %(), + &

%& -&* +'&(/ (. + $ +% * . $



A< $ %( )+ 1 )% )# (8. o+
( X ok % (1% %& *& 7 % * & A7
%( *(* % *N))2 U+ )& % ) [ ))&
&# +& ) .1 * ()

* & AA
&) & &U+% ) &% % (
)+ ) #/ 1! "YH( O+ % N
& ) % o+ +) 1 %& ') # ) &(++

))+( % & (+ +
+% ) &

% ( % &(++
+% ) &



- 16.

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki
1. PDH Khaki Pria

Keterangan:

tanda jabatan kerah

o @&

fiama Kementerian Dalam Negeri

o

papan flama

o

. kancing

e. ikat pinggang
kerah

lencana KORPRI

=N

. iama Pemerintah Kota Balikpapan

lambang Pemerintah Kota Balikpapan
J. tanda pengenal
k. saku celana depan

I. sepatu hitam

s* A
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PDH Khaki Wanita Hamil

Keterangan:

o ®

o o

> Q@ — o

tanda jabatan kerah

lidah bahu

fiama Kementerian Dalam Negeri
papan fiama

sambung baju

kancing

kerah rebah

. lencana KORPRI

flama Pemerintah Kota Balikpapan

lambang Pemerintah Kota Balikpapan

. tanda pengenal
. sambung bahu belakang
. sambung baju belakang

. sepatu hitam
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C. Jenis dan Model PSL
1. PSL Pria

Keterangan:
a. dasi
b. kancing 3 buah

o

saku bawah tertutup

o

kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan

f. sepatu hitam

-26-

tu
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D. Jenis dan Model PDL
1. PDL Pria

Keterangan:

o o o o

tanda jabatan kerah
papan flama
flama Kementerian Dalam Negeri

saku

e. lencana KORPRI

> «a

flama satuan/unit kerja

flama Pemerintah Kota Balikpapan

. lambang Pemerintah Kota Balikpapan

tanda pengenal
celana

sepatu hitam
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E. Model, Atribui, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara
1. PDU Camat/Lurah Pria

Keterangan:

pet

o ®

tandajabatan bahu
kerah rebah

papan fiama

o o

e. tandajabatan saku

=h

kancing 4 buah

kemeja putih

= @

. dasi hitam

i. jencana KORPRI

J. saku atas tertutup

k. saku bawah tertutup

I. celana putih panjang

m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju

0. sambung baju bawah



2. PDU Camat/Lurah Wanita

Keterangan:

pet

o

tandajabatan bahu
kerah rebah

. papan fiama

o o

e. tandajabatan saku

=h

kancing 4 buah

saku bawah tertutup

> @

. kemeja putih

I. dasi hitam

j. lencana KORPRI
k. saku atas tertutup

I. rok/celana putih panjang

m. sepatu pantofel warna putih

- 33.
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2. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita

Keterangan:

tandajabatan kerah

o &

papan fiama
celana/rok panjang hitam
lencana KORPRI

o o

D

tanda pengenal

f. sepatu hitam



=A@=

)
) % . ) %&)(( % ('# )/ % )*++ E
+ + E

4 48 + . #)

% & 4
) % + &

2 x4 ) #)



% & (
5

4 #)

V%
&
4 |,*|
%
&

)
) (

+

Hx O H# o H#&
#& & (+ +

% Lx (]
V2% [ %

(/ ') 2
")2% | %
#)

2+ ) #)

/

'/

/

-38-

& (++ <

N2 ' %l

(& 1)+ %

%/ + %
(& 1)+ %

%

"HE&HT % %! %

% %
% '# $#

(A





































































